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CAPAIAN PEMBELAJARAN
LULUSAN (CPL)

SIKAP DAN TATA 1. Bertagwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukan sikap religious
NILAI 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Menguasai prinsip dan teknik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran ilmu

PENGETAHUAN
hukum inovatif yang berorientasi pada kecakapan hidup
KETRAMPILAN Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi masalah di bidang
UMUM ilmu hukum
1. Mampu melaksanakan penelitian pemecahan masalah bidang ilmu hukum serta
KETRAMPILAN mengkomunikasikannya secara lisan maupun tertulis secara efisien, efektif dan
KHUSUS estetis

2. Mampu menjadi penegak hukum yang berkarakter




RUMUSAN CAPAIAN
PEMBELAJARAN MATA
KULIAH (CPMK)

1. Memberikan pengetahuan serta meningkatkan penguasaan tentang berbagai aspek Hukum Konstitusi.

2. Memberikan pengetahuan serta meningkatkan pemahaman tentang seluk-beluk Hukum Acara MKRI,
khususnya judicial review.

3. Memberikan pengetahuan serta meningkatkan pemahaman tentang manajemen berperkara di MKRI.

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini mempelajari acara yang berlaku pada peradilan konstitusi, yaitu meliputi hukum acara dari lima
wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian Undang-Undang, sengketa kewenangan
konstitusional antar lembaga Negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

METODE PEMBELAJARAN

Discovery Learning

Small Group Discussion/ Cooperative Learning

Problem Based Learning

Contextual Teaching and Learning

PENGALAMAN BELAJAR
MAHASISWA

Pemaparan materi, Tanya jawab, diskusi , Persentasi Tugas , Praktik
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Program Studi: llmu Hukum Fakultas: Hukum
Mata Kuliah: Hukum Acara Kode: SKS: | 2 Sem: | 5
Mahkamah
Konstitusi
Dosen Pengampu: Meima, S.H., M.Hum.

Dini Ramdania, S.H., M.H.
Dani Durahman, S.H.,M.H.
Diliya Mariam Rinjani, S.H. M.H.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 1.Memberikan pengetahuan serta meningkatkan penguasaan tentang berbagai aspek Hukum Konstitusi.

(CPMK): 2.Memberikan pengetahuan serta meningkatkan pemahaman tentang seluk-beluk Hukum Acara MKRI,
khususnya judicial review.

3.Memberikan pengetahuan serta meningkatkan pemahaman tentang manajemen berperkara di MKRI.

1 2 3 4 5 6 7 \
Penilaian
Minggu Kemampuan Akhir tiap Bahan Kajian/Pokok Metode Waktu Pengalaman Belajar
ke- tahapan pembelajaran Bahasan Pembelajaran Mahasiswa Kriteria & Bobot (%)
(Sub-CPMK) Indikator
1 Mahasiswa dapat Hukum Acara Discovery 2x50 Menit | Pemaparan materi, dan Mahasiswa dapat
menggambarkan istilah-istilah | Peradilan Konstitusi | Learning Tanya jawab menggambarkan
pokok didalam Hukum Acara 1. Fungsi Sebagai istilah-istilah pokok
Peradilan Konstitusi dan Hukum Formil didalam Hukum
sumber-sumber hukum MK 2. Istilah Acara Peradilan
3. Sumber-Sumber Konstitusi dan
Hukum sumber-sumber
hukum MK
2 Mahasiswa dapat Latar Belakang Discovery 2x50 Menit | Pemaparan materi dan Mahasiswa dapat




menggambarkan dan Pembentukan Learning tanya jawab menggambarkan dar
menganalisis latar belakang Mahkamah menganalisis Latar
sejarah dan pemikiran Konstitusi , Gagasan Belakang
pembentukan MK dan dan Implementasi Pembentukan
kewenangannya Judicial Review di Mahkamah Konstitu
Indonesia, , Gagasan dan
Kedudukan, Fungsi, Implementasi Judicig
dan Wewenang Review di Indonesia,
Mahkamah Kedudukan, Fungsi,
Konstitusi dan Wewenang
Mahkamah Konstitu
Mahasiswa mampu Asas-asas Hukum Discovery 2x50 Menit | Pemaparan materi dan Mahasiswa mampu
mengemukakan asas-asas Acara Peradilan Learning Tanya jawab mengemukakan
Hukum Acara Peradilan Konstitusi, susunan asas-asas Hukum
Konstitusi, susunan hakim hakim konstitusi Acara Peradilan
konstitusi Konstitusi, susunan
hakim konstitusi
Mahasiswa mampu tahapan-tahapan Small Group 2x50 Menit | Pemaparan materi, Mahasiswa mampu
menganalisis tahapan- berperkara di Discussion/ Tanya jawab dan diskusi | menganalisis
tahapan berperkara di Mahkamah Cooperative kelas, Studi Kasus tahapan-tahapan
Mahkamah Konstitusi, jenis- Konstitusi, jenis- Learning berperkara di
jenis, kekuatan hukum, dan jenis, kekuatan Mahkamah
pelaksanaan putusan di hukum, dan Konstitusi, jenis-
Mahkamah Konstitusi. pelaksanaan putusan jenis, kekuatan
di Mahkamah hukum, dan
Konstitusi. pelaksanaan
putusan di
Mahkamah
Konstitusi.
Mahasiswa mampu ruang lingkup, Discovery 2x50 Menit | Pemaparan materi, Mahasiswa mampu
menggambarkan menelaah istilah-istilah, jenis- Learning Tanya jawab dan Tugas menggambarkan

ruang lingkup, istilah-istilah,
jenis-jenis terkait pengujian

jenis terkait
pengujian Undang-

penyusunan
permohonan

menelaah ruang
lingkup, istilah-




Undang-undang undang istilah, jenis-jenis
terkait pengujian
Undang-undang
6 Mahasiswa mampu legal standing dalam | Contextual 2x50 Menit | Pemaparan materi, Mahasiswa mampu
menganaslisis legal standing perkara pengujian Teaching and Tanya jawab dan Tugas menganaslisis legal
dalam perkara pengujian Undang-Undang dan | Learning penyusunan standing dalam
Undang-Undang dan pihak pihak terkait, dan permohonan perkara pengujian
terkait, dan substansi substansi Undang-Undang
permohonan pengujian permohonan dan pihak terkait,
Undang-undang pengujian Undang- dan substansi
undang permohonan
pengujian Undang-
undang
7 Mahasiswa mampu persidangan dan Problem Based 2x50 Menit | Pemaparan materi, Mahasiswa mampu
menggambarkan persidangan | pembuktian dalam Learning Tanya jawab dan diskusi | menggambarkan
dan pembuktian dalam perkara pengujian kelas, studi kasus persidangan dan
perkara pengujian Undang- Undang-Undang. pembuktian dalam
Undang. perkara pengujian
Undang-Undang.
8 uUTS
9 Mahasiswa mampu Struktur Contextual 2x50 Menit | Pemaparan materi, Mahasiswa mampu
menyusun struktur kelembagaan Negara | Teaching and Tanya jawab dan diskusi | menggambarkan
kelembagaan Negara Pasca Pasca Perubahan Learning kelas persidangan dan
Perubahan UUD 1945. UUD 1945. pembuktian dalam
perkara pengujian
Undang-Undang.
10 Mahasiswa mampu obyek dan subyek Contextual 2x50 Menit | Pemaparan materi, Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang obyek perkara Struktur Teaching and Tanya jawab dan diskusi | menjelaskan
dan subyek perkara Struktur Kelembagaan Negara | Learning kelas tentang obyek dan
Kelembagaan Negara subyek perkara
Struktur
Kelembagaan
Negara




11 Mahasiswa mampu System hukum anglo | Contextual 2x50 Menit | Pemaparan materi, Mahasiswa mampu
menggambarkan bentuk- saxon dan eropa Teaching and Tanya jawab dan diskusi | menggambarkan
bentuk system hukum continental Learning kelas system hukum

anglo saxon dan
eropa continental

12 Mahasiswa mampu proses beracara Discovery 2x50 Menit | Pemaparan materi, Mahasiswa mampu
mengilustrasikan proses dalam perkara Learning Tanya jawab dan Studi mengilustrasikan
beracara dalam perkara Struktur kasus proses beracara
Struktur Kelembagaan Negara | Kelembagaan Negara dalam perkara

Struktur
Kelembagaan
Negara

13 Mahasiswa mampu Perkembangan jenis- | Small Group 2x50 Menit | Tayangan persentasi Mahasiswa mampu
mengkarakteristikan jenis Pemilu, jenis- Discussion/ mahasiswa, Tanya jawab | mengkarakteristika
perkembangan jenis-jenis jenis sengketa Cooperative dan diskusi n perkembangan
Pemilu, jenis-jenis sengketa Pemilu Learning jenis-jenis Pemilu,
Pemilu jenis-jenis

sengketa Pemilu

14 Mahasiswa mampu latar belakang Contextual 2x50 Menit | Tayangan persentasi Mahasiswa mampu
menjelaskan latar belakang perkara Teaching and mahasiswa, Tanya jawab | menjelaskan latar
perkara pemberhentian pemberhentian Learning dan diskusi belakang perkara
Presiden dan/atau Wakil Presiden dan/atau pemberhentian
Presiden, alasan-alasan Wakil Presiden, Presiden dan/atau
pemberhentian Presiden alasan-alasan Wakil Presiden,
dan/atau Wakil Presiden pemberhentian alasan-alasan

Presiden dan/atau pemberhentian
Wakil Presiden Presiden dan/atau
Wakil Presiden

15 Mahasiswa mampu Pihak-pihak dan Contextual 2x50 Menit | Pemaparan materi, Mahasiswa mampu
menggambarkan pihak-pihak | pengambilan Teaching and Tanya jawab dan diskusi | menggambarkan
dan pengambilan keputusan keputusan dalam Learning kelas pihak-pihak dan

dalam perkara
pemberhentian Presiden

perkara
pemberhentian

pengambilan
keputusan dalam




Mengilustrasikan proses
beracara dalam perkara
pemberhentian Presiden

dan/atau Wakil Presiden.

dan/atau Wakil Presiden.

Presiden dan/atau
Wakil Presiden,
Mengilustrasikan
proses beracara
dalam perkara
pemberhentian
Presiden dan/atau
Wakil Presiden

perkara
pemberhentian
Presiden dan/atau
Wakil Presiden.
Mengilustrasikan
proses beracara
dalam perkara
pemberhentian

Presiden dan/atau
Wakil Presiden.

16

UAS
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